
BAB 1

PENDAHULUAN

11. LATAR BELAKANG MASALAH

Konsep otonomi Daerah yang beriaku di Indonesia bersumber pada desentralisasi
Administratif,yaituadanyahak, wewenang dan kewajiban ditangan adminislrasi daerah
oleh karenanya diserahkannya sejumlah urusan oleh Pemerintah kepada daerah; atau
daerah yang lebih atas kepada daerah di bawahnya. Untuk pertama kalinya penyerahan
sejumlah urusan ini dilakukan melalui undang-undang mengenai terbentuknya suatu
Daerah otonom. Perkembangan selanjutnya dari penyerahan urusan-urusan lain oleh
Pemerintah atau Daerah lebih atas kepada daerah-daerah otonom didasarkan atas
kemajuan dan tingkat kemandirian yang bisa dicapai oleh Daerah -daerah otonom itu.
Oleh karena itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I harus
mempertimbangkan kemampuan daerah Tingkat Htersebut agar dapat mengelola dan
mengembangkannya, lebih lagi agar tujuan penyerahan urusan dapat tercapaiyaitu dalam
rangka partisipasi Daerah dalam Pembangunan Nasional serta mempercepat pelayanan
masyarakat. '>

Akan tetapi, penyerahan urusan berjenjang itu tampaknya hanya sebagian saja dari
urman-urusanimyaiigtelahdiserahlcankepa^

menjadi lebih besar pada Daerah tingkat L

1. B. Suryawikarta, MPA, Ph D. Judul makalah seminar :«Perspektif Pelaksanaan
Otonomi Daerah Dalam Era Pembangunan Jangka Panjang Tahap n»
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Pemerintah telah menggariskan agar penyerahan urusan secara berjenjang itu dilanjutkan
penyerahannyapada daerah Tingkat Hsebagaimana dipertegas dalam PERMENDAGRI
no. 4Tahun 1976 tentang tat. cara pelaksanaan penyerahan urusan -urusan dari Daerah
Tingkat Ikepada daerah Tingkat H. Namun tampaknya ada keengganan daerah Tingkat
Iuntuk urusan-urusan tertentu kepada Daerah Tingkat n, walaupun dari segi efektifitas
penyelenggaraan urusan-urusante^ebutteMsewajar^^
Tingkat fl. Segi lain perlunya penyerahan urusan-urusan itu pada Daerah Tingkat JJ
berkaitan dengan faktor-faktor kondisi geografis. Dalam kondisi demikian adalah tidak
efektifjika urusan-urusan mmah tangga Daerah diselenggarakan oleh Daerah Tingkat I
karenatidak mendukungpola bimbinganseragam. Perbedaan-perbedaangeografis dapat
menyebabkan perhedaan penerapan dari ketentuan-ketentuan atau bimbingan yang ada.
Daerah Tingkat JJ dalam kondisi semacam ini hendaknya berinisiatifdan kreatif. Keadaan
ini lebih besar pada Daerah Tingkat I, sehingga titik berat otonomi tidak pada Daerah
Tingkat JJ, juga kurang menjamin efektifitas penyelenggaraan urusan dan menghambat
proses pendewasaan bagi dati JJ dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. «>

Untuk pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah sejak berlakunya U.U. No. 10
Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Pusat
Diserahkan Propinsi Dati IJawa Tengah sebagai kewenangan pangkal yaitu :
1. Urusan Umum

2. UrusanPemerintahan Umum

3. Urusan Agraria

4. Urusan Pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung

1. Ir. Suyamto, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab
Pada Daerah Tlingkat JJ".
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5. Urusan Pertanian

6. Urusan Kehewanan

7. Urusan Kerajinan, Perdagangan dan Perindustrian
8. Urusan Perburuhan

9. Urusan Pembagian (Distribusi)

10. Urusan Sosial

11. Urusan-urusan Penerangan

12. Urusan Pendidflcan, Pengajaran dan Kebudayaan
13. Urusan Kesehatan

14. Urusan Perusahaan

beium banyak. Sejak itu telah terjadi penambahan dan penyerahan.
Penyerahan urusan tersebut yaitu :

-Perkebunan besar dengan P.P. No. 22 Tahun 1975.

-Kepariwisataan dengan P.P. No. 24 Tahun 1975.

-Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat dengan P.P. No. 64 Tahun 1957.
- Perumahan dengan P.P. No. 6 Tahun 1958.

-Urusan Ululintas Jalan Raya dengan Peraturan Pemerintahan No. 16 Tahun 1958.
Untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut Pemerintahan Propinsi daerah Tingkat I
Jawa Te^ah telah membentuk Dinas-dmas Daerah, sampai saat ini 14 Dinas yaitu :
1. Dinas Pendapatan Daerah

2. Dinas Pekerjaan Umum

3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

4. Dinas Perikanan

5. Dinas Perindustrian
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6. Dinas PendidikanDan Kebudayaan

7. Dinas Sosial

8. Dinas Kesehatan

9. Dinas Lalulintas Jalan Raya

10. Dinas-dinas Perkebunan

11. Dinas Pariwisata

12. Dinas Pertambangan

Adapun urusan dan kegiatan lain yang memang tidak perlu dibentuk Dinas,

pelaksanaannya dhangani oleh:

- Sekretariat Daerah

- Unit Pelaksana Daerah (UPD)

- Badan Usaha Mflik Daerah (BUMD)

Pelaksanaan dan penyerahan urusan di Daerah Tingkat JJ di Jawa Tengah bdum semua

dapat dilaksanakan. dari hasil evahiasi pelaksaan U.U. No. 5Tahun 1974 diperoleh data

pada umumnya setiap Dati JJ di Jawa Tengah baru mempunyai sekitar 7 (tujuh) Dinas

Daerah yaitu:

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas Pekerjaan Umum

3. Dinas Perikanan

4. Dinas Pendapatan Daerah

6. Dinas Pariwisata

7. Dinas PendidikanDan Kebudayaan

Dari hasil evahiasi terhadap pelaksanaan otonomi Daerah khususnya di Dati JJ yang

masih relatifsedikit, padahal berdasarkan U.U. No. 5 Tahun 1974 titik berat otonomi

pada Daerah Tingkat JJ, berarti prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung



jawab beta sepe„uh„ya tenvujud. Meskipun Undang-nndang No. 5Tahun 1974 te)all

sun^keuanganyangeu^.^^,^^^.^^^
otonomi yang „yab ta bertanggung^ ffl ^ ^ ^ ^^
herilnit • ^berikut

aK™amPuMmenge.oUun,sa, masih sa^a, terbafcs, tenttama karena terbatasnyakemampua»Pembiayaan.I^ormFISTOLUGMr^anmOT^^T^
ketergann^ganDaerah Tingkat „pada subsidi Pemerintahan berkisar antara4. %
Hinggan*Dengan demikian dukungan Pendapatan As* Daerah (PAD) t^
APBDhanyaberkisar 7-/.sampai 59oA stniktur keuangan yang sat^ besar pada
— Pemerintahan dan «be^rn b*Wa Daer*. behtm menunjukkan kemampuan
xang nyata daiatn menye.enggarakan urnsan otonominy,,,

b-Betansetauhuyarumah tangga yang telah disenthkan kepada Daerah TingkatD
wafcupun ^^^ensroanefekffi^^enggaraanurus^tet.ebutsewajamya
diserahkan pada Daerah Tingkat U.2>

Dengan meUha, beberapa statement permasa.ahan tersebu,
penyelenggaraan otonomi daerah dengan Engkup fungsi dan peranan Setwilda ddaklah
cukup dinnjau secara teoritis maupun da* listing kondisi pemerintahan otonomi yang
berjaUn pada saa, sekaran* Namun juga periu mengaou pada proyek pe.on.ohan tt
c^dijadikansebagairnodelotonomiD^^^^^^^^
kegiatan masing -masing daerah.

^^^M1991,^pOOTPMeUtoTm^pe^^^D^Tj^t
2IrS«CanaanOtononudae^^^^

Daerah Tingkat JJ".



Tabel 1.1 Daftar kabupaten percontohan di Indonesia

So. tlbjpiUa

1 icei itiri
1. SiulieJia
1. tin!: tide
<. Xnpir

tua; lirf
i. I»in fail
J. lii?«8j TeBjih
t. lUJItll Stlltli
1. 8i:4ajj
IS.iisjrujs
ll.Sltiu

12.Si«oujo
IJ.Subij

H.Ictivjriajia Tii
I5.1j;jf! lm
ll.I:Mi
iJ.Xiiihisi
li.Oo«<i]4|l
n.co.i
it.Usiitl
H.Sliaaj
22.toe*Mk leaeja
U.tiror leagia Se
UMlt-
».rn.ii

2S.$orsa«

|J0»U5

loiJisi tut |ai

iiU'.zt tji cobi

I» Gb tins
C*? Dins *:.JI

1

(

J

10

1

I

t

!

J

5

!

5

J

10

1

s

8

!0

3

10

J

IC

I- 3
5

10

J

II

1

2

1

i
1

22! I!i

10

12

I

II

12

IS

1)

10

II

10

10

10

5

5

12

J

II

II

12

J

12

10

10

10

I

12

2JI

pcrcoatokia

bit.

H?.
C;». Diait

or-1i

2)

21

2]

2(

2<

2<

. 25

2)

25

24

24

25

2(

2]

24

24

22

24

* •

2)

24

2)

2)

21

2)

2)

(12

Adapun kalau dikelompokkan model ini dapat dibagi menjacfi dua :
1. Model pertama adalah "Model Ujicoba" dimana 26 Daerah Tingkat Hmelaksanakan

ujicoba otonomi daerah dan menjadi model yang mewakili bagi Propinsi Daerah
Tingkat I - nya niasing-masing.

2. M^keduaadalah^delPercontohan-yaim

otonomi Daerah berdasarkan hasil evaluasi oleh Pemerintahan Pusat setelah Daerah
Tingkat Hmodel ujicoba melaksanakan otonomi selama <iua tahun. Adapun kota
yang menjadi model percontohan dapat dilihat pada tabel 1.1.
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dari beberapa uraian diatas terlihat tentang arti pentingnya eksistensi kantor kabupaten
(Setwilda) pada saat sekarang, mengingat peran sektor pemerintahan sebagai sektor
utamapendukung sektor yang lain dan secara khusus sektor pemerintahan menuntut
wadah yang ideal untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan titik
berat otonomi Daerah pada Tingkat JJ.

Begitu juga halnya di Kabupaten tingkat JJ Temanggung yang pada saat ini telah
mengalami perkembangan kegiatan Pemerintahan yang disebabkan oleh berkembangnya
potensi di daerah saat ini dan mengingat bila dikaitkan dengan program titik berat otonomi
di Daerah tingkat JJ.

Dan khusus untuk wilayah Temanggung sendiri sebenarnya sudahsangatrdevanhanya
memangsaatimwadahuntukmenanganima^^

-perubahan dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Tingkat JJ Temanggung yang
ada. Yang semula Sekretariat Wilayah Daerah tidak mempunyai asisten, Sekwilda tetapi
sekarang mempunyai 3asisten sebagai langkah menuju pada program otonomi Daerah,
asisten tersebut ialah :asisten Tata praja (Asisten I), Asisten Administrasi Pembangunan
(Asisten JJ), Asisten Administrasi (Asisten IJJ). Dengan demikian secara tidak langsung
akan menuntut wadah (sarana dan prasarana) yang lebih baik dengan dilengkapi fasflitas
ruang (peralatan/inventaris) yang memadai juga. Oleh karena itu dari alternatifkonsep
dasar perencanaan dan perancangan kantor Pemerintah Daerah Tingkat JJ Temanggung
ini diharapkan bisa mewadahi segala perkembangan kegiatan pemerintahan dalam
kaitannya dengan pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Tingkat JJ sesuai No. 5
Tahun 1974.
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1.2. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari kondisi fisik kantor Kabupaten saat ini temyata menimbulkan beberapa permasalahan
penting yakni kaitannya antara tuntutan wadah kegiatan perkantoran yang ideal dengan
kondisi siteyang terbatas.

Permasalahan Umum

Bagaimana aspek pengembangan kegiatan dengan segala fasihtasnya yang akan diwadahi
dalam sistem perkantoran PemerintahanKabupaten daerah Tingkat JJ Temanggung dalam
usaha untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi administratifsesuai dengan perkembangan
potensi Daerah.

Permasalahan Khusus

1. Bagaimanapenataan dan pengembangan tataruang dalam bagi perkantoran Pemerintah
Daerah yang ideal dikahkan dengan kondisi lahan yang terbatas.

IBagaimanapola sirkulasiyang dapat mcmunjukkan adanyakesatimkompkkperkantoran
pemerintahan Daerah.

3. Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor Kabupaten Daerah Tingkat JJ
Temanggung sebagai wadah kegiatan perkantoran dan merupakan pusat pemerintahan.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan:

Mengungkapkan konsep kantor Kabupaten sebagai wadah kegiatan pemerintahan yang
idealbagi pelaksanaan otonomi daerah.
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2. Sasaran :

a. Mengemukakan jenis dan karakter fasihtas kantor Kabupaten sebagai wadah
pengembangan kegiatan pemerintahan yang ideal bagi pelaksanaan otonomi daerah.

b. Mengemukakan kebutuhan ruang dan besaran ruang sebagai wadah kegiatan
pemerintahan dalam kaitannya pelaksanaan titik berat otonomi di Daerah Tingkat JJ.

c. Mengemukakan konsep arsitektural bangunan yang dapat mencerminkan kondisi
sebuah lingkungan pemerintahan dalam kawasan perkantoran serta pengaruh
lingkungan sekitar terhadap komplek kantor kabupaten.

d. Me«g«ngkapkansistemsirkul^^

yang terpadu.

14. LINGKUP PEMBAHASAN

1. Ruang Kngkup periunya penataan kembali komplek kabupaten sebagai kawasan pusat
pemerintahan.

2. R^^Kngkuptentangkebutuhandankemanipuan
fungsi dan peranan kantor kabupaten.

3. Ruang lingkup karakteristik arsitektural bangunan pemerintahan dikaitkan dengan
kondisi lingkungan.

4. Ruang lingkup sistem penataan komplek kabupaten yang meliputi unit bangunan dan
sistem sirkulasi

5. Ruang lingkup pada faktor yang menyebabkan penambahan kegiatan dengan aspek
arsitektural.
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1.5. METODE PEMBAHASAN

Metode yang digunakan pada perencanaan dan perancangan kantor kabupaten Daerah
Tingkat JJ Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Metode untuk menyelesaikan penataan dan pengembangan menggunakan metode

konservatif dan metode partisipatif. Metode ini memanfaatkan beberapa konsep
bangunan yang sudah ada untuk disempumakan atau untuk melengkapi konsep baru
yang akan dimunculkan. Dimana didasari oleh data pola kegiatan lama dan data pola
kegiatan baru yang dikembangkan sesuai dengan program titik berat otonomi yang
diharapkan, yakni dengan menunjukkan tata laksana dan struktur organisasiKabupaten
Daerah Tingkat JJ yang dianalisa dengan landasan teoritis.

2. Untuk memecahkan masalah pola sirkulasi menggunakan metode dengan pendekatan
frekuensi pelayanan, yang dapat memunculkan klasifikasi unit-unit bangunan secara
jelas yang nantinya akan didukung dengan pola sirkulasi tersebut.

3. Bentuk arsitektur bangunan dipecahkan dengan pendekatan aspek tata lingkungan dan
serta peranan pusat pemerintahan dalam lingkup kawasan perkotaan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1: PENDAHULUAN

Mengungkapkan latar belakang permasalahan, permasalahan utama baik umum maupun
khusus, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, sistematika penulisan serta keaslian
penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN TENTANG OTONOMI DAERAH TINGKAT II

Merupakan tinjauan yang mencakup tentang pengertian otonomi, pengertian tentang
Pemerintah Daerah Tingkat JJ penyelenggaraan Pemerintahan otonomi di Indonesia.



BAB 3:TINJAUAN TENTANG KABUpATEN daerah ''
TEMANGGUNG

Mencakup tinjauan tentang diskrinsi witovah „ ♦ • *g oisjoipsi wnayah, potensi daerah, sistem Pemerintahan
Daerah Tingkat JJ Temanggung, Tata laksana dan struktur organisasi.
BAB 4 : ANALISA

MenganaUsa tentang U.Uyang ^ ^ ^ ^^^ ^

sehingga dapat diketahui potensi kendato dan a«kP nsi,kendala dan arah pengembangannya yang mengarah
pada proses pendekatan perencanaan dan peranca„gan
BAB S: KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
KANTOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG SEBAGAI
LANDASAN KONSEPSUAL

17. KEASLIAN PENULISAN

dan membandin^kan dari beoerapa hasil tugas akhir lain yang mengambi, judul ya^
sama yakni tentang kan,or Pemerintah Daerah Tjl]gkat „
l.^Susandah,(lWrKantorKabupamMnM^B^taSekwSumatera

Selatan", Universiias Islam Indonesia.
Permasalahan :

Bagaimana meningkatkan hasilguna ^ ^^ ^ ^ ^^
peme^tahan, pembangtman dan pe^an kepada ^^ ^
menunjang citra kota.

Z.MardiSungkono,,^), "Penataan Kantor Pemerintah ^ ^^^
Tingkat UPonorogo", Universitas Islam Indonesia.



PermasaUhan: Bagaimatumemngka^, efekuftas da!ampenyelenggaraan menyangku,
segala fasilitas dan kelengkapannya.

Sedangk» Judu. permasalahan yang diangka, dari tugas akhir ini adalah: "Kantor
Pemenntah Daerah Tingkat „Temanggtmg Sebagai Wadah Penyelenggaraan Ofcnonn
Daerah".Daerah".

Permasalahan:

Bagaimana sistem perkantoran yang ban, bagi komplek kantor kabupaten Ternary
—i dengan peAembangan kegiatan pemerintahan, da,am usaha mewujudkan
pelaksanaan otonomi Daerah nrww rrpelaksanaan otonomi Daerah Tingkat JJ.



LATAR BELAKANG PERMASALAHAN " "

Umum

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah di propinsi Jawa Tengah
Khusus

Perkembangan otonomi daerah di kabupaten Temanggung

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN
Ruing lingkup pcrlunya penataan
kembali komplek kabupaten sebagai
kawasan pusat pemerintahan.
Ruang lingkup tentang kebutuhan dan
kemampuan ruang sesuai dengan
perkembangan fungsi dan peranan
kantor kabupaten.
Ruang fingkup karakteristik
arsitektural bangunan pemerintahan
dikaitkan dengan kondisi lingkungan.
Ruang lingkup sistem penataan komplek
kabupaten yang meliputi unit bangunan
dan sistem sirkulasi.

•Ruang lingkup pada faktor yang
menyebabkan penambahan kegiatan
dengan aspek arsitektural.

PERMASALAHAN

Permasalaruui Umum
Bagaimana aspek pengembangan
kegiatan dengan segala rasilitasnya yang
akan diwadahi dalam sistem
perkantoran Pemerintahan Kabupaten
daerah Tingkat n Temanggung dalam
usaha untuk mewujudkan pelaksanaan
otonomi administxatif sesuai dengan
perkembangan potensi Daerah.

Permasalahan Khasus
• Bagaimana penataan dan pengetnbaagan

tata ruang dalam bagi perkantoran
Pemerintah Daerah yang ideal «Hr«Mr«n
dengan kondisi lahan yang terbatas.

• Bagaimana pola sirkulasi yang dapat
menunjukkan adanya kesatuan komplek
perkantoran pemerintahan Daerah.

• Bagaimana menampilkan bentnk fisik
bangunan kantor Kabupaten Daerah
Tingkat It Temanggung sebagai wadah
kegiatan perkantoran dan merupakan
pusat pemerintahan.

Analisa

- analisis kegiatan
- analisis tata ruang dalam
-analisisgubahan massa
- analisis penampflan bangunan

Kesimpulan

Konsep Dasar peiencanaan dan perancangan
Kantor Pemerintah Daerah Tingkat HTemanggung
sebagai landasan konsepsual
- Konsep dasarlokasi dan site
- Konsep dasar Zoning
- Konsep dasar tata ruang dalam
- Konsep dasar gubahan massa
- Konsep dasarstruktur
- Konsep dasar utilitas

- Konsep dasar penampilan bangunan

L3. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan :
Mengungkapkan konsep kantor
Kabupaten sebagai wadah kegiatan
pemerintahan yang ideal baei
pelaksanaan otonomi daerah.
2. Sasaran :

'Mengemukakan jenis dan karakter
rasUrtas kantor Kabupaten sebagai
wadah pengembangan kegiatan
pemerintahan yang ideal bagi
pelaksanaan otonomi daerah.

•Meqgemukakan kebutuhan ruang dan
besaran ruang sebagai wadah
Kegiatan pemerintahan dalam kaitannya
Eelaksanaan titik berat otonomi di

|aerah Tingkat H
• Mengemukakankonsep arsitektural

bangunan yang dapat mencerrnmkan
kondisi sebuah lingkungan
pemerintahan dalam kawasan
perkantoran serta pengaruh
lingkungan sekitar terhadap komplek
kantor kabupaten.

• Mengungkapkan sistem sirkulasi yang
dapat menunjukkan sebuah komplek
perkantoran yang terpadu.


